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PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 38 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa dokumen/ Arsip Vital merupakan bukti 
penyelenggaraan kegiatan organisasi yang 

berfungsi sebagai bukti akuntabilitas kinerja, alat 
bukti hukum dan memori organisasi sehingga 

harus dikelola secara terprogram agar terhindar 
dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak 

yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan, 

pengamanan dan penyelamatan dokumen/ arsip 

vital pada Organisasi Perangkat Daerah dan 

Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lebong perlu mengatur 
pedoman pengelolaan arsip vital; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang 
Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 1967 Nomor 19 
I 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4349); 
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kcnrsipan (Lcmbarnn Negara Rcpublik Indonesia 

Tnhun 2009 Nomor 152, Tombahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 

telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pcrubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indones ia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5286); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 

2012 tentang tata kearsipan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indones ia Tahun 2012 

Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 135 

Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 

tentang tata kearsipan di Linglrungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1953); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tent~g Pembentukkan Produk Hukum 

Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 t tan 

Pedoman Perlindungan, Pengamanan end~ 

Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara; 



9. Peraturan Kepala Arnip Nasional Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 ten tang 
pedoman penilnlon krltcrin don Jcnis arsip yang 
mcmiliki nittti gunu sckundcr; 

10. Pcraturnn l{cpala Arnip N11Hional Rcpubllk 
Indonesia Nomor 17 Tohun 2012 ten tong 
pcdoman pcnycrohnn orsip st.utis hagi OrgenisaRi 
Politik, Organisasi Kemosyorukat.an do_n 
Perseorangan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 236); 

11. Peraluran Kcpala Arsip NasionaJ Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
pedoman penyusutan arsip (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); 

12. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Lebong Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Nomor 10 Tahun 2016); 

13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 ten tang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupatcn Lebong, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 
52 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 ten tang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lebong; 

14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2017 
tentang Togas dan Fungsi Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Kabupaten Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan : 

1. 

2. 

Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten Lebong. 

Peme~ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemenn~~ Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menJad1 kewenangan daerah otonom 



3. Bupati adalah Bupati Lebong. 

4 . Pedoman Arsip Vital adalnh Pcdomnn ynn~ mcnjndi dusnr dnlnrn 

memberik~n petunjuk ntnu nrnh pcngclolnnn, pcnycl11mul11n, pcrllndungon 

dan pemuhhon pcngomonon 1.11·:-1ip vitnl Mecum tcrprnKrnm 

5. Arsip Dinamis adalah nrsip yong dlgunulrnn 1-1ccurn lonw-iunR dolom 

kegiatan penciptn arsip don disimpnn Hc lnmu j 1111f(lrn wuktu tcrlcntu 

6. Dokumen/ Ars ip Vitnl Negnrn ynng sclnnjutnyn cli:-icbut Amir Vitul ndaloh 

informasi tercknm yang snngnt pcnting dun mclcknt pndn kcl>c~11cl1111n du~ 

kegiatan orgnnisasi yang di dalnmnyn rncngundung infnrmmu ~cng~~ot 

status hukum, hak dnn kewnjiblln scrto uscl (lcckuyc111n) int-1tumu don Jtka 

dokumen/arsip vital hilung tidak cloput digunti da~ 

mengganggu / menghambnt kcbcrodoon don pcluksunuon kcgioton inRtonai 

7. Program Arsip Vital ndalah tindnlcnn dun proscdur yung sistcmutis don 

terencana yang bertujunn untuk mcmbcrikon pcrlindungon don 

menyelamatkan arsip vital pcnciptn arsip pada soat darurat at.au sctelah 

terjadi musibah. 

8. Daftar Arsip Vital adalnh suatu daftar dalam bentuk formulir yang berisi 

arsip vital yang dimiliki oleh suatu instansi. 

9. Identifikasi Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk melaks~nak~ 

pendataan dan penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagru arsip 

vital. 

10. Pemulihan Ars ip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip vital 

yang rusak akibat bencana. 

11 . Laminasi adalah metode perlindungan atau penguatan lembaran 

arsip/dokumen yang lemah/rusak dengan cara memasuk.kan diantara 

dua lembaran ti su tipis atau bahan penguat lain. 

12. Enkapsulasi adalah metode perlindungan atau penguatan lembaran 

arsip/dokumen yang lemah/rusak dengan cara memasukkan ke dalam 

sampul plastik transparan (polyester) yang disegel pada setiap sisinya. 

13. Pendataan Ars ip Vital adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis, 

jurnlah, media, lokasi dan kondis i ruang penyimpanan arsip. 

14. Penduplikasian adalah metode perlindungan arsip vital dengan 

menggunakan penggandaan (back-up) arsip dalam bentuk media yang 

sama atau berbeda dengan arsip yang asli. 

15. Pemencaran (dispersal) adalah metode perlindungan arsip vital dengan 

melakukan pemencaran arsip hasil duplikasi (copy back-up) ke tempat 

penyimpanan ars ip pada lokas i yang berbeda. 

16. Pengamanan adalah suatu kegiatan melindungi arsip vital baik fisik 

penyimpanan arsip pada lokasi yang berbeda maupun inforrnasinya 

terhadap kemungkinan kehilangan dan kerusakan. 

17. Penyelamatan (evakuasi) adalah suatu kegiatan untuk memindahkan arsip 

vital dengan melakukan penyimpanan arsip pada tempat dan sarana 

khusus ke tempat yang lebih baik. 

18. Penyimpanan khusus (vaulting) adalah metode perlindungan arsip vital 

dengan melakukan penyimpanan arsip pada tempat dan sarana khusus. 

19. Perlindungan adalah s~atu _kegiatan untuk mengamankan, 

menyelamat_kan dan me~uhhkan ar~1p vital dari kerusakan, hilang atau 

musnah bruk secara fis1k maupun mformasi yang diatur melalui suatu 

prosedur tetap 



20. Pusat Arsip Vital adalah u ·t 
vital mil"k p . h m yang bertanggung jawab menyimpan arsip 

1 emennta Daerah yaitu Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. 

21 · Penat~an Arsip vital adalah cara atau metode menata mengatur dan 
menyimpan dokumen/arsip vital dalam susunan yang sistematis dan logis 
dengan menggunakan kode klasilikasi, indeks dan tunjuk silang. 

22. Penyusutan Arsip vital adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara: a. 
Menyerahkan arsip vital inaktif yang bemilai guna sekunder dari 
OPD/~UMD ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
~emermtahan Bidang Kearsipan; dan b. Memusnahkan arsip vital yang 
tidak bemilai guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang kearsipan. 

23. Pencipta Ars ip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
dala.m pelaksanaan f ungsi, tu gas dan tanggung jawab di bi dang 
pengelolaan arsip dinamis 

24. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

25. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 

26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

27. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
Sadan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam 
rangka mengelola, menyimpan dan mengadakan perlindungan serta 
penggunaan arsip vital bagi yang berhak di Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselarnatnya arsip vital, 
serta adanya ketetapan, keseragaman clan keamanan dalarn menyimpan dan 
melindungi arsip vital di Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Pengelolaan Arsip Vital adalah : 
a. Identifikasi; 
b. Penataan; 
c. Perlindungan dan Pengamanan; 
d. Penyelamatan dan Pemulihan; dan 
e. Akses dan Layanan 



BAB lJf 
PEDOMAN PENOELOLAAN ARSIP VITAL 

Pas0I 5 

ldentifikasi sebAgaimana d ' k d 
a A . 1. • 0 

. , · nna su dalam Pasal 4 huruf a mcliputi kegiatan : 

. na 1s1s r.gan1sast; 
b . Pendatann; 
c. Penentuan Ars ip Vital; dan 

d . Penyusunan Daftar Arsip Hasil Identifikasi. 

Pasal6 

Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap 

hasil identifikasi a rsip vital yang meliputi kegiatan : 

a. Pendeskripsian; 
b. Pengelompokkan; 
c. Pemberka:san; 
d . Penyusunan Daftar Arsip Vital; dan 

~ e. Penyusunan Daftar Induk Arsip Vital. 

Pasal 7 

Perlindungan dan pengarnanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

meliputi : 
a. Faktor-Faktor Perusak; 

b . Metode Perlindungan; 
c. Pengamanan Fisik dan Informasi; dan 

d . Penyimpanan. 

Pasal8 

(1) Penyelamatan dan pcmulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

d merupakan kegiatan perlindungan arsip vital 

(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan evakuasi arsip 

vital , identifikasi jenis a rsip dan pemulihan (recouenJ) 

(3) PemuJihan (Recovery) meliputi kegiatan stabilisasi dan perlindungan arsip 

yang dievakuasi, penilaian tingkat kerusakan d an spes ifikasi kebutuhan 

pemulihan, pelaksanaan penyelamatan, prosedur penyimpanan kembali 

dan evaluasi 

Pasal9 

A}cses dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi 

kegia tan: 
a. Akses dan layanan internal; dan 

b . Alcses dan layanan ekstemaJ 



BABIV 
l<ETENTUAN PENUTUP 

Pf\Hal 10 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap ?~a~1g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupat1 mt dengnn pcncmpatannyu dalam Serita Oacrah Kabupaten 
Lebong. 

Ditetapkan di. Tubei 
pada tanggal 12 Agustus 2021 

1\B ATI LEBONGr 

1 KOP l ANSORI 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 12 Agustus2021 

SEKRETARIS DAE H KABUPATEN LEBONG, 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 38 

PEMERINTAH KA8llP,~1tN LEBONG 
B~.Gl 1\N HUKUM -
PEN~LAA!l FP.ODUI( HUl@11 \Jo 

KABUPATEt~ LEBONG • .. 1 .... --•.i 
- t 



LAMPIRAN PE:RATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 38 TAHUN 2021 
TANGGAL 12 Agustus 2021 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

l. PENDAHULUAN 

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi infomasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan 
Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, 
dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Arsip tercipta secara alamiah selama 
Instansi/Organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah atau arsip 
yang tercipta/dibuat dan diterima instansi/organisasi adalah Arsip Vital. 

Arsip Vital merupakan arsip dinamis yang mempunyai peran penting 
dalam melindungi hak dan kepentingan instansi/organisasi dan 
perseorangan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Arsip Vital 
dalam bentuk media kertas maupun non kertas mengandung informasi 
yang sangat penting (essential). Arsip Vital merupakan prasyarat bagi 
keberadaan Instansi karena tidak dapat digantikan dari aspek administrasi 
maupun legalitasnya. Informasi yang terkandung dalam arsip vital 
berkaitan dengan kibijakan strategis instansi/ organisasi dan berfungsi 
sebagai bukti kepemilikan kekayaan (asset) instansi/organisasi. Arsip vital 
sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan 
instansi/ organisasi, termasuk digunakan dalam proses rekonstruksi 
apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Apabila arsip vital hilang 
tidak dapat diganti dan dapat mengganggu/menghambat pelaksanaan 
kegiatan instansi/ organisasi. 

Secara geogra.fis, wilayah Kabupaten Lebong terletak di daerah yang 
rawan terjadinya bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan 
sebagainya. Berbagai musibah yang terjadi tidak hanya menelan korban 
jiwa dan harta, tetapi berdampak pula terhadap seluruh aspek kehidupan 
manusia. Salah satu dampak yang terjadi adalah musnah, hilang dan 
rusaknya arsip atau dokumen penting yang merupakan aset bagi 
instansi/organisasi. Dengan demikian, Arsip Vital harus dikelola, 
diselamatkan dan dilindungi terutama dari kemungkinan musnah, hilang 
atau rusak yang diakibatkan oleh faktor manusia dan alam. 

Sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 
2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan 
Dokumen Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana, Pemerintah 
Daerah wajib membuat Program Arsip Vital. Program Arsip Vital meliputi 
kegiatan identifikasi, seleksi, pemetaan, penyimpanan, pemeliharaan, 
perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan dan pemulihan 
Arsip Vital sebelum dan setelah terjadi gangguan dan bencana. Untuk itu, 
pengelolaan arsip vital yang terprogram merupakan kewajiban yang tidak 
bisa dihindarkan oleh setiap instansi/ organisasi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur Pedoman Pengelolaan 
Arsip Vital untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan Arsip Vital di 
masing-masing OPD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah. 



II. ORGANISASI PENGELOLA ARSIP V1TAL 

A. Susunan Organisasi 
1. Tim Pcngelolaan Arsip Vital Tingkal Kabupatcn 

a. Keanggotaan 
Tim Pengarah 
Ketua 
Anggota 

Tim Pelaksana 
Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

b. Uraian Tugas : 

Sekrctaris Dacrah 
Asisten Administrasi Umum Sekrctariat 
Daerah 

KepaJa Organisasi Perangkat Daerah 
yang Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kearsipan 
KepaJa Bidang/ Seksi Pengelolaan 
Kearsipan 
Sckretaris/Kepala Bagian Tata Usaha 
seluruh OPD/BUMD 

1) Merencanakan kegiatan pengelo]aan arsip vital di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong; 

2)1 Mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat bencana dan 
rehabilitasi arsip vital sete]ah bencana; 

3) MelaJrukan pengelolaan arsip vital meliputi identifikasi, seleksi, 
pemetaan, penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, 
pengamanan, penyusutan, penyelamatan dan pemulihan arsip 
vital; dan 

4) Melalrukan evaluasi atas pengelolaan arsip vital. 

2 . Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat OPD / BUMD 
a. Keanggotaan 

Tim Pengarah 
Ketua 
Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

b. Uraian Togas : 

Kepala OPD / BUMD Kabupaten Le bong 
Sekretaris/ Kepala Bagian Tata Usaha 
OPD/ BUMD 
Kepala Sub Bagian Umum/ Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha OPD/ BUMD 
Arsiparis Pengelola Arsip OPD / BUMD 

1) Merencanakan Kegiatan Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

2) Mengkoordinasikan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan 
Rehabilitasi Arsip Vital setelah bencana; 

3) Melakukan Pengelolaan Arsip Vital meliputi identifikasi seleksi 
. ' ' pemetaan, peny1mpanan, pemeliharaan, perlindungan, 

pengamanan, penyusutan, penyelamatan dan pemulihan arsip 
vital; dan 

4) Melakukan Evaluasi Atas Pengelolaan Arsip Vital. 



m. PROSEDUR PENENTUAN ARSIP VlTAL 

~se~ur yang harus dilakukan untuk menenlukan (lrsip vital adalah 
sebagat benkut: 

1. Anal~s!s Org~isasi Analisis Organisasi dilakukan melalui pendekatan 
anahs1s fungs1 dan analisis substansi informasi, dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Memahami sejarah kebcradaan instansi; 
b. Mengidentifikasi urlit-unit kerja yang melaksanakan tugas dan 

fungsi instansi; 
c. Mempelajari visi, misi, tugas pokok dan struktur organisasi instansi; 
d. Mengidentiftkasi fungsi-fungsi substansi dan fungsi-fungsi fasilitatif; 

dan 
e. Mengidentifikasi substansi informasi arsip yang tercipta pada unit-

unit kerja potensional sebagai pencipta arsip. 

2. Pendataan merupakan teknik pengumpulan data tentang arsip vital. 
Pendataan dilakukan dengan cara sebagai bcrikut: 
a. Pendataan dilakukan setclah analisis organisasi; 
b. Pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis-jenis 

arsip vital pada unit-unit kerja potensial; 
c. Pendataan menggunakan fonnulir yang berisi infonnasi tentang: 

1) Organisasi Pencipta dan Unit Kerja; 
2) Jenis (serie) Arsip; 
3) Media Simpan; 
4) Sarana Temu Kembali; 
5) Volume; 
6) Periode (Kurun Waktu); 
7) Retensi; 
8) Tingkat KeasUan; 
9) Sifat Kerahas:iaan; 
10) Lokasi Simpan; 
11) Sarana Simpan; 
12) Kondisi Arsip; dan 
13) Nama dan Waktu Pendataan. 

KALIMAT YANG MENJELASKAN 
TENTANG URAIAN PENDATAAN/ SURVEI ARSIP 

Contoh: 

PENDATAAN / SURVEI .ARSJP VITAL 
lnstansi 
Unit Keria 

Jenis Arsip 
Media Simpan 
Sarana Temu Kembali 
Volume 
Periode (Kurun Waktu) 
Retensi 
Tingkat Keaslian 
Sifat Kerahasiaan 
Lokasi Simpan 
Sarana Simpan : 
Kondisi Arsio 



Nama . 
Waktu Pendataan 

3. Pengolahan Data Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah, 
Pendekatan yang digunakan adalah analisis hukum dan analisis risiko. 

a. Analisis hukum Dalam melakukan analisis hukum, dapat dipandu 
dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 
1) Apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban 

atas kepemilikan negara/warga negara? 
2) Apakah hilangnya arsip tersebut dapat menimbulkan tuntutan 

hukum terhadap individu atau OPD/BUMD? 
3) Apakah arsip yang mendukung hak-hak hukum individu dan 

OPD /BUMD seandainya hilang, duplikatnya harus dikeluarkan 
dengan pernyataan di bawah sumpah 

b. Analisis Risiko 
Dalam melakukan analisis risiko, dapat dipandu dengan mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut: 

1) Jika arsip tidak ditemukan (hilang/musnah) berapa lama waktu 
yang dibutuhkan untuk merekonstruksi infonnasi dan beberapa 
biaya yang dibutuhkan OPD/BUMD? 

2) Berapa lama waktu yang tidak produktif dengan tidak adanya 
arsip yang bersangkutan dan berapa biaya yang harus 
dikeluarkan oleh OPD/BUMD? 

3) Berapa banyak kesempatan untuk memperoleh keuntungan 
yang hilang dengan tidak ditemukannya arsip vital ini? 

4) Berapa besar kerugian yang dialami oleh OPD/BUMD dengan 
tidak adanya arsip yang dibutuhkan? 

4. Penentuan Arsip Vital 

Sebelum penentuan arsip vital terlebih dahulu dilakukan pengujian 
terhadap kesesuaian antara kriteria arsip vital dengan hasil analisis 
organisasi dan analisis basil pendataan. Hal ini dimaksudkan agar jenis 
jenis arsip vital dapat ditentukan secara pasti. 

Contoh : Penentuan Arsip Vital Organisasi Perangkat Daerah 

NO JENIS ARSIP VITAL METODE TEMPAT 
PERLINDUNGAN SIMPAN 

1 Arsip Aset Negara: Sertifikat Duplikasi Almari Besi 
Tanah, 1MB, BPKB 

2 Arsip Keorganisasian (SK Duplikasi Filling 
Pendiri.an) Kabinet 

3 Standart Operasional Prosedur Duplikasi Filling 
(SOP) Instansi/ Rumah Sakit Kabinet 
dan SOP Tindakan Medik 

4 Arsi p HA.Kl (Hak Atas Kekayaan Duplikasi Filling 
Intelektual) atau Hak Cipta Kabinet 



5 Arsi~ R8-?c.ang Bangun (gambar) Duplikasi FiJling 
tekmk, s1p1l, kearsitekturan 
teknologi lnformasi, dan ' Kabinet 

transportasi 

6 Dokumen yang berkaitan Duplikasi Filling 
dengan kasus sengketa/ Kabinet 
perkara pengadilan baik yang 
sudah diputuskan maupun 
yang masih dalam proses 
hokum 

7 Batas wi)nyah antar Provinsi, Duplikasi Filling 

antar Kabupaten/ Kota, antar Kabinet 

Kecamatan, antar Desa/ Kota 

8 Personal F'ile : Tokoh Nasional/ Duplikasi Filling 

Regional dan Pejabat Struktural Kabinet 

minimal Eselon Ir 

9 Arsip Rekam Medis (Medical Duplikasi Filling 

Record) Rumah Sa.kit Kabinet 

10 Arsip Pilkada Duplikasi Filling 
Kabinet 

11 Kebijakan Strategis meliputi Duplikasi Filling 

Keputusan dan Peraturan Kabinet 

Pimpinan lnstansi Selama 
masih berlaku 

12 MoU dan Perjanjian Kerjasama Duplikasi Filling 

yang s trategis, baik dengan Kabinet 

pihak-pihak di DaJam Negeri 
maupun Luar Negeri selama 
masih berlaku 

13 Dokumen Pengelolaan Duplikasi Almari Arsip 
Keuangan 

14 Regis ter Akte Kelahiran Duplikasi Roi O Pact 

15 Register Akte Perkawinan Duplikasi Roi O Pact 

16 Register Akte Perceraian Duplikasi Roi O Pact 

17 Regis ter Akte Kematian Duplikasi Rol O Pact 

18 1MB Perseorangan Duplikasi Rol O Pact 

19 Buku C Desa Duplikasi Roi O Pact 

20 Buku Induk Siswa Duplikasi Almari Arsip 

21 Personal File di BKSDM Duolikasi Roi O Pact 



122 Produk Hukum (Perda, SK, 
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Duplikasi Roi O Pact 

contoh : Pcnentuan Arsip Vital Perusahaan (BUMD) 

NO JENIS ARSIP VITAL METODE TEMPAT 
PERLINDUNGAN SIMPAN 

1 Rapat Umum Pemegang Saham Duplikasi Almari 
(RUPS) .Besi 

2 Arsip Aset Pemegang Saham : Duplikasi Brankas 
Sertifikat Tanah, 1MB, BPKB 

3 Arsip Keorganisasian : Akte Duplikasi Filling 

Pendirian dan Akte Perizinan Kabinet 
Perusahaan 

4 Standart Operasional Prosedur Duplikasi Filling 

(SOP) Perusahaan, Komisaris Kabinet 

dan Direksi 

5 Arsip HAKI (Hak Atas Kekayaan Duplikasi Filling 

lntelektual) atau Ha.k Cipta Kabinet 

6 Arsip Rancang Bangun (gambar) Duplikasi Filling 

teknik, sipil, kearsitekturan, Kabinet 

teknologi Informasi 

7 Dokumen yang berkaitan Duplikasi Filling 

dengan kasus sengketa/ Kabinet 

perkara pengadilan baik yang 
sudah diputuskan maupun 
yang masih dalam proses 
hokum 

8 Saham/ Obligasi Surat Duplikasi Filling 

Berharga Kabinet 

9 Piutang Lancar dan Neraca Rugi Duplikasi Filling 

Laba Kabinet 

10 Oesain Sistem dan Produk Duplikasi Filling 
Perbankan Kabinet 

11 Dokumen Merger Duplikasi Filling 
Kabin.et 

12 Dokumen Kreditor termasuk Duplikasi Filling 
agunan Kabinet 

13 Kebija.kan Perusahaan Duplikasi Filling 
Kabinet 

14 MoU dan Perjanjian Kerjasama Du plikasi Filling 
vane: stratee:is Kabinet 



/ 
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15 Dokumen Nasabah 
Duplikasi F'iUing 

Kabinet 

16 Risalah Rapat Direksi Duplikasi fi'illing 
Kabinet 

S. Penyusunan Daftar Arsip Vital 

D~ri h~sil survei dan analisis yang sudah dilakukan, Tim Pengelolaan Arsip 

Vital Tingkat OPD/BUMD dapat menentukan Arsip Vital di masing-masing 

OPD /BUMD, yang dituangkan dalam bentuk Daftar Arsip Vital dengan 
kolom-kolom sebagai berikut: 

a. Nomor : Diisi dengan nomor urut arsip vitaJ 

b. Jenis arsip : Diisi dengan jenis arsip vital yang telah dibaca 

c. Unit Kerja : Diisi dengan nama unit kcrja asal arsip vital 

d. Kurun waktu : Diisi dengan tahun arsip vital tercipta 

e. Media : Diisi dengan jenis media rekam arsip vital 

f. JumJah : Diisi dcngan banyaknya arsip vital, da lam satuan 

lembar, berkas, bendcl, keping dan sebagainya 

g. Jangka simpan : Diisi dengan batas waktu sebagai arsip vital 

Daftar Arsip Vital yang telah disusun, ditandatangani oleh Ketua Tim 

Pengelolaan Arsip Vital Tingkat OPD / BUMD. Selanjutnya salin~ ct91:tar 
tersebut diserahkan dan dikompilasi oleh Tim Pengelolaan Ars1p Vital 

Tingkat Kabupa ten sebagai Daftar Arsip Vital Tingkat Kabupaten. 

Contoh : 

Nama Instansi : ...... ...... .... . 

Jenis Kurun 
No Arsip Unit Kerja Waktu Media 

1 Bulru C Sekretariat 1945 Kertas 
Desa 

Jangka Lokasi Metode 
Jumlah Si.mpan si.mpan Perlindungan 

2 Bulru Selama Almari Scan 
nva Arsip 

Ketua Tim Kerjn Arsip Vital 
Instansi/ Pemerintah Kabupaten 

·················································· 

IV. PENATAAN, PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP VITAL 

A. Penataan Arsip Vital 

Arsip vital ditata berdasarkan subjek atau masalah, disertai dengan 

pencantuman kode identifikasi (AV) dan pemberian wama mencolok 

pada tab folder, sedangkan sebagai sarana bantu penemuan kembali 

berupa Daftar Arsip Vital. Penataan arsip vital tekstual dan non 

tekstual menerapkan prosedur dan menggunakan sarana yang 

ditentukan dalam pedoman penataan untuk masing-masing media 

arsip. Kekhususannya terletak pada spesifikasi sarana simpan dan 
metode perlindungan arsip vital. 
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B. Penyimpanan Arsip Vital 

1. Wewenang dan Tanggungjawab Penyimpanan Arsip Vital 

a Penyimpanan arsip vital menjadi wewenang dan tanggung jawab 

pimpinan OPD/BUMD dan dilaksanakan oleh unit kearsipan. 

Lokasi penyimpanan arsip vital disesuaikan dengan volume arsip 

dan kebutuhan OPD /BUMD terse but. 

b. Penyimpanan a rsip vital harus terpisah dari arsip dinamis yang 

lain. 
c. OPD/BUMD wajib menyimpan duplikasi arsip vitalnya pada 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintaban 

di bidang Arsip sebagai Pusat Arsip Vital Pemerintah Daerah. 

2. Prinsip Dasar Penyimpanan Arsip Vital 

a . Aman Penyimpanan arsip vital harus da pa t menjamin 

keamanannya dari sega la faktor perusak arsip. 

b. Mudah diakses Penyimpanan arsip vital harus dapat menjamin 

akses secara cepat, tepat, dan aman oleh pihak yang berwenang 

menerimanya. 
c . Efisien Ruang simpan a rsip vital disesuaikan dengan volume dan 

jenis arsip vital yang ada. 

3 . Sarana Penyimpanan 
Sarana yang digunakan untuk penyimpanan arsip vital harus 

memperha tikan ketentuan: 

a . disesuaikan dengan media arsip yang tersimpan 

b . bahan yang digunakan tidak mengundang rayap dan binatang 

perusak lainnya serta tahan api dan kedap air; dan 

c. untuk menyimpan arsip pita magnetik tidak diperkenankan 

menggunakan bahan dari baja. 



c. Pemeliharaan Arsip Vital 

PemeJiharAan arsip vital d 'I k 

maupun fisik arsip dori fnk't:r ukun tcrhodnp lingkungan pcnyimpanan 

Hal-hal yang perJu d' . pcrusnk ornlp. 

1. lingku 1~rhnt1kon nclolah: 
ngnn pcny1mpnnnn I . 

kelembaban J)Crlc 1 
inruR tcrJaga kcbcrsihan, Ruhu dan 

• n 1nyoon da · k I • 
penyimpnnon ar . . . ' . n iur u ARI udar_anya. Untuk ruang 

dari d sip audio visual cfan clcktron,k harus terhindar 

me nn mngnct. ' 

2 . meln.kukan JJC ngccck fi 'k , . 
k d . on 1s1 ors1p don scrangan jamur, scrangga, 

ea aan tinta, dnn scbagainya . 
3 . melakukru1 uji dcrajat kcasarnan (ph) pada arsip kertas. 

4 · melaksanakan pcrawatan ars ip tekstuaJ dcngan cara laminasi dan 

enkapsulnsi apabila dipcrlukan. 

5. mclaksanakan fumigas i Apobila diperlukan. 

6 . memantau kelayaknn sistem bcserta sarana clan prasarana yang 

digunakan daJam mclindungi arsip vital . 

V. PENGGUNAAN ARSIP VITAL 

Arsip Vit.aJ pcrlu diatur atau ditcntukan Prosedur dan Tata Cara 

Penggunaannya. Dalam Penggunaan Arsip Vit.aJ harus diperhatikan adalah 

1. Kewcnangan pemberian JZtn menggunakan arsip, ada pada 

Pimpinan a tau petugas yang memperoleh pendelegasian wewenang 

dari Pimpinan. 
2. Kepala Unit Kearsipan bertanggung jawab terhadap keluar masuk 

arsip yang digunakan 

3 . Penggunaan Fis ik Arsip Vital ha nya berlaku selama jam kerja 

4. Bagi pcngguna arsip vital, wajib mengisi formulir penggunaan atau 

buku control penggunaan arsip vitaJ yang disetujui oleh Pimpinan 

5. Pengguna arsip vital tidak diperkenankan menambah atau 

m engurangi isi arsip vita l yang digunakan dan bertanggung jawab 

mengembalikan arsip dalam keadaan utuh. 

6. Out lndicacor/ tanda keluar harus d iscdiakan dan diletakkan pada 

arsip yang dipinjam 

Letak Out Indicator 
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Vl. PENYUSUTAN ARSIP VITAL 

l . Penyernhnn Arsip 

Ars iJ? . Vita l . yan g sudnh tidnk dnpnl digunnkon untuk kcgja:::t 
a dministrns1 OPD/ OUMD dii.crohknn kcpnda Pcrnngkot Dacroh Y ~ 

m c nyelcn ggnrnknn u n .1sn11 pcmcrintnhnn d i Bidong Kcors ipon ~e bagru 

Ars~p Sta t is. Pc nycrnhnn nrnip cl ilcngku pi dc ngon Da ft.ar Ars ip d a~ 

Benta Aca ra pcnycrahnn Arsip, masing-mosing rungkap 2 (dua) un: 

OPD/ BUMD ynng mcnycruhkun don Perangko.t Doera h Y g 

m enyelcnggarakan u rusan Pcmerintnhun di Bidang Kcarsipan . 

Contoh Daftar Ars ip 

INSTANSI 
Al.AMAT 
TELEPON 

NO URA.IAN 

1 

2 

TAHUN 

DAFTAR ARSIP 

MEDIA JUMLAH KETERANGAN 

.... .. .. ' ........................ . 

Pimpinan OPD / BUMO 

..................................... 
(NAMA DAN NIP) 

Contoh Serita Acara Penyerahan Arsip 

BERJTA ACARA PENYERAHAN ARSIP 

Nomor : .............. . ··············· 

Pada hari .......... .ini, tan_ggal ....... . .. bulan ......... . .. tahu 

yang bertanda tangan d1bnwah ini : n . · · ·· · .. • • ... .. 

1. Nama 
J abatan . ································ ·· 
ln stansi . ·········· ······ ······ 
DaJam hal ini bertindak atas na·~ ~~-d~ 

Yang selanjutnya disebu t Pihak I n Untuk 

. ······ ···························· 

I I ♦ ♦ It♦ I I t I t t I I I t I t ♦ 



2. Nama . . ....... . 
Jabatan • ········ ·· ···· ···· ······· . . ........... ' ..... .. ' .. Instansi • .. .. ... ... . 
Dalam hal ini b~~-ti~d~"·•·· ······ ·• .... .. y 1 . atas na.ma dan u nt k ang se anJutnya disebut Pihak II u ..... ........ .. .... . 

Menyatakan telah mclakuk p 
terlampir untuk disimpan d.a;; enrerahan Arsip scbagaimana daftar urusan Pemerintahan di Bi~ erang at. Dncroh yang menyelengga.rakan luasnya baoi kcp t· ang Kca.rs1pon don dimnmfaotkan seluas-

b c.· en mgan kcmasyarakatan • pem angunan pcnelitian d . , pemermtahan, peraturan pc~ndangan maup~n te~dashlakhata~ bangsa sesuai dengan 8 1 a ears1pan yang berlaku 

Yang mcnerima : 
Yang menyerahkan : 

PIHAK II 
PIHAK I 

......... ....... ........... . ... ....... .............. . 
(NAMA dan NIP) (NAMA dan NIP) 

2 . Pemusnahan Arsip 

Pemusnahan A.rsip dilakukan terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip yang berlaku, meskipun dalarn persentase yang kecil. Pemusnahan harus mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kearsipan dan mematuhi peraturan Perundangan yang berlaku. Pemusnahan dilaksanakan dengan dilengkapi Daftar Arsip Musnah dan Berita Acara Pemusnahan Arsip 
Contoh Daftar A.rsip Musnah 

DAFTAR ARSJP MUSNAH 

INSTANSI 
ALAMAT 
TELEPON 

NO URAIAN TAHUN MEDIA JUMLAH KETERANGAN 

1 

2 

t • t t t t t t I t t t t t t t t t t t t t ft t t t t t t t t t It t t I I It t t t t t t I 

Pimpinan OPD / BUMD 

I It I f f f f I I I t I I I If I I I I I I I I I I I I I I I I I If 

(NAMA DAN NJP) 



SAKSI-SAKSI 

INSPEK1'ORAT 

(NAMA DAN NlP) 

BAGlAN HUKUM 

(NAMA DAN NIP) 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN 

KEARSlPAN 

(NAMA DAN NIP) 

VTI. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN ARSIP VITAL 
A. Perlindungan Arsip Vital 

1. Faktor-Faktor Perusak Arsip Vital 
Pada dasamya ada 2 (dua) kategori yang dapat merusak Arsip Vital, yaitu : 

a. Faktor Alam 
Faktor Kerusakan atau kehilangan arsip vital dapat bersumber dari bencana alam seperti gempa bu.mi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, perembesan air laut, tsunami dan lain­lain 

b. Faktor Manusia 
Faktor kerusakan atau kehilangan arsip vital yang disebabkan oleh manusia seperti perang, sabotase, pencurian, kebakaran, kerusuhan, penyadapan maupun unsur kesengajaan dan kelalaian manusia 

2 . Metode Perlindungan Arsip Vital 

Perlindungan arsip vital pada dasamya merupakan suatu upaya untuk melindungi arsip vital dari berbagai ancaman, baik faktor a1am maupun manusia. Metode perlindungan arsip vital meliputi : a. Duplikasi clan Dispersal 
Dalam melakukan penduplikasian, perlu memperhatikan kecermatan dalam menentukan media yang akan digunakan. Media yang dapat dipergunakan untuk menduplikasikan antara lain adalah microfilm, microfis, kertas, rekaman magnetic, media elektronik dan sebagainya. Media yang dipilih untuk penduplikasian tergantung pada fasilitas peralatan yang tersedia dan biaya yang mampu disediakan. Aspek efesiensi dan efektifitas tetap harus menjadi pertimbangan utama. Setiap hasil penduplikasian harus disahkan sesuai aslinya oleh pimpinan OPD/BUMD. 

Langka-langkah penduplikasian dan pemencaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Sudah ada duplikasi atau belum, kalau sudah ada dalam bentuk/media apa dan dimana lokasi penyimpanannya 



2) Apabila sudah ada duplikasi perlu diperiksa kapan dibuat 

duplikasinya, kualitas hasil duplikasi, kelengkapan dan 

intensitasnya 

3) Pcrl_u diketahui frekuensi penggunaan arsip tersebut 

sehmgga dapat ditentukan jumlah duplikasi yang diperlukan 

4) Bentuk duplikasi selain media kertas, perlu disiapkan sarana 

untuk temu kembali, membaca maupun menggandakan/ 

memproduksi informasinya 
5) Dalam menentukan lokasi pemencaran, perlu 

memperhatikan kcamanan dan sarana akses menuju Iokasi 

simpannya 
6) Dapat dilakukan pemencaran arsip dibeberapa tempat yang 

kcberadaannya diketahui Pimpinan Instansi secara resmi, 

misalnya pada masing-masing UPT bagi Instansi yang 

memiliki UJYf 
7) Seluruh OPD/ BUMD wajib menyimpan duplikasi arsip vital 

di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan di Bidang Kearsipan. 

b. Vaulting (Dengan Peralatan Khusus) 

Perlindungan bagi arsip vital dari musibah atau bencana dapat 

dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus, peralatan 

khusus yang dapat digunakan antara lain almari besi, filling 

cabinet tahan api dan sebagainya. Pemilihan Peralatan simpan 

pada jenis, media dan ukuran arsip. Biasanya Vaulting dipakai 

untuk arsip-arsip yang dalam pelaksanaan kegiatannya harus 

menggunakan arsip asli. 
Pada prinsipnya peralatan simpan tersebut memiliki kualiftkasi : 

1) Tidak mudah terbakar (memiliki daya tahan minimal 4 

{em pat) jam kebakaran) 
2) Kedap air 
3) Untuk peralatan simpan arsip berbahan magnetic/elektronik 

harus bebas medan magnet 

B. Pengamanan Arsip Vital 

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk Pengamanan Arsip Vital 

adalah: 
1. Menyimpan arsip vital pada tern pat/ ruang yang tidak semua 

orang dapat mengakses 
2. Kewenangan mengakses isi informasi arsip vital ada pada 

Pimpinan OPD/BUMD atau yang diberi pendelegasian wewenang 

3. Mengakses informasi arsip vital dapat dilakukan dengan cara 

membaca, meminjam, atau menggandakan 

4. Menempatkan arsip vital pada lokasi yang bebas dari banjir, api 

dan faktor berbahaya lainnya 

VIII. PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN ARSIP VITAL 

A. Prinsip Penyelamatan dan Pemulihan 
Apabila terjadi bencana atau musibah harus dilaksanakan upaya 

penyelamatan dan pemulihan arsip vital, dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berilrut: 


